KABDUPATEN DAERAH TINGHAT I REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1557 SERID NOMOR 4

LEMBARAN DAERAH

"

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT !l REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 19896

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETAN!
PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA -
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i REMBANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebljaksanaan Pemerintah

berupa tata laksana dibidang pengairan khususnya operasi
dan pemeliharaan jaringan iggasi, perlu adanya keikutsertaan
perkumpuian petani pemakal AIR DHARMA TIRTA maka agar
para petani mampu secara organisateris, teknis, dan finansial
melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun,
merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan

- irigasi yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan

fungsi, peranan dan siatus organisasi Perkumpuian Petani
Pemakai air DHARMA TIRTA di Kabupaten Daerah Tingkat li

Rembang;

. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12
Tahun1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor : 411.6/97/
1993 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan



Mehgingat
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Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah, untuk pedoman Pembentukan
Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di masing-
masing Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il se Jawa Tengah
diatur dengan Peraturan Daerah ;

bahwa sehubungan dengan hai-hal tersebut di atas periu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah. '

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
‘Tambahan Lebaran Negara Nmor 3046);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1879 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1982 tentang Taia
Pengaturan Air {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225} ;
Perafuran Pemerintah Nomor 23Tahun 1982 tentang Irigasi
1l smbaran Negara Republik indonesia Tahun 1982 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3228),

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1887 ieniang

penverahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang pekerjaan
umum kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentan Koordinasi
kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373) ;

. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang

penyempumaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa
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10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Pengelolaan pengairan (Pengaturan Air
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

11. Instruksi Presiden Noor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air ;

12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 /PRT/ 1989
tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut
wewenang pengurusannya kepada Perkumpulan Petani
Pemakai Air ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang
turan Pelayanan Irigasi ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang
pembeniukan dan pembinaan perkumpulan petani Pemakai
air ;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1982
tentang pelaksanaan luran Pelayanan Irigasi ;

16.instruksi Menteri Nomor 19 Tahun 1392 tentang peiaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1992 tentang
Pelaksanaan luran Pelayanan irigasi;

17.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor & Tahun 1990 tentang irigasi di Propinsi Daerah Tingkat
| Jawa Tengah {Lembaran Daerah Propinsi Tingkat | Jawa
Tengah Nomor 10 Tahun 1991 Seri : D No. 10).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat

Manetankan @

lIRembang
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABRUPATEN DARAH TINGKAT Ii
REMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AiR DHARMA TIRTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIREMBANG .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat || Rembang ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang
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_ Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang .

. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah selanjutnya disingkat LKMD
adalah LKMD setempat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang ;
. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat
P3A DHARMA TIRTA adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok
petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daeran
irigasi pada jaringan irigasi pedesaan atau daerah irigasi pada jaringan irigasi
kecil di Kabupaten Daeran Tingkat ii Rembang ,

=orum Koordinasi P3A DHRMA TIRTA adaiah wadah koordinasi dari dua P3A
DHARMA TIRTA atau lebih dalam suatu Daerah Tata Pengaturan Pengairan yang
dibeniuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama

. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan
irigasi ;

i. jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan

dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari peyediaan,
pengambilan,pembagian, pemberian dan penggunaannya;

Jaringan Irigasi Utama adaian jaringan irigasi yang terdiri dari saluran-saluran
irigasi primer dan sekunder beserta bangunan-bangunannnya ;

. Jaringan Tersier adalah jaringan ingasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan
air didalam petak/blok tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut
saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran
pembuangannya berikut saluran bangunan pelengrapnya; .
Jaringan lrigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas areainya kurang dari 500
hektar;

_ Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airmya berasal dari
bawah tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa
beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak;

_ Jaringan lIrigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan,
pendayagunaan, dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani
dibawah pembinaan pemerintahan desa dengan atau tanpa bantuan pemerintah
baik pusat maupun daerah ;

Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk
pemeliharaan jaringannya , .

. Pengelolaan jaringan Tersier adalah meliputi kegiatan pemeliharaan perbaikan,
serta pengaturan airdi jaringan tersier untuk kegiatan usaha tani menjadi Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa :;
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q. Petak/Blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima
air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier
ang bersangkutan ;

r. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari iahan di dalam Petak/Biok Tersier yang
mendapat pelayanan air irigasi dari seluruh kwarter

s. Kelompok Tani adalah perkumpulan petani vang diorganisasikan menurut kesatuan
harapan usaha tani berdasarkan adanya kepentingan bersama dan keserasian
untuk mencapai tuiuan bersama dalam upaya nen:ngkatan produksi, pendapatan
dan kesejahteraan ;

t. luran Pelayanan irigasi yang seianjuinya disingkat iPAl adaiah iuran yang dipungui
dari peiani pemakai air aias jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi .
BABH#l
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) P3ADHARMA TIRTA berdasarkan Pancasila dan berazaskan kekeiuargaan.

(2) P3A DHARMA TIiRTA merupakan perkumpulan vang bersifat sosial dengan
maksud mendapatkan hasii guna pengeiciaan air pada jaringan lrigasi Tersie
atau Jaringan Irigasi Pedesaan-atau Jaringan Irigasi Pompa atau Irigasi Kecil
untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

(3) P3A DHARMA TIRTA bertujuan mendayagunaka potensi jaringan dan air irigasi
yang tersedia didalam petak/blok Tersirer atau Daerah irigasi pada Jaringan Irigasi
Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa atau Daerah Irigasi
pada Jaringan Irigasi Kedil untuk kesejahteraan para anggotanya’

BAB Il
TUGAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Tugas P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut :

a. Mengelola air dan jaringan irigasi di Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi
Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil agar air
irgasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara
tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian
dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;

" b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau Jaringan
Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil yang
pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga
jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
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¢. Menentukan dan mengatur juran dari para anggotanya yang berupa uang,
hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan
Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa

atau Jaringan Irigasi Kecil dan usaha-usaha penghembangan perkumpulan
sebagai suatu organisasi;

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua
peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA |

e. Menerima aset dari Pemerintah berupa Jaringan Irigasi Pompa atau jaringan
Irigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertanggungjawab.

(2) Ruang Lingkup tugas P3A DHARMA TIRTA meliputi pengusahaan, pengelolaan,
penggunaan dan pengamanan airbeserta sumber-sumbemnya dan Jaringan Tersier
atau Jaringan Irigai Pedesaan atau Jaringan Pompa atau jaringan irigasi Kecii
yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA.

BABIV
BATAS WILAYAH KERJA
Pasal f

(1) Batas-batas wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA dapat berupa :
a. Petak,’slok tersier ;

b. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa yang areal pelayanannya dipersamakan
dengan Petak/Blok Tersier ; ‘

¢. Daerah irigasi pada Jaringan irigasi Pedesaan |

d. Daerah Irigasi pada Jaringan irigasi Kecil, yang areal pelayanannya dipersamakan
dengan petak/biok Tersier ;

{2y Pada daerah Irigasi terteniu dapat dibentuk P3A DHARMA TIRTA dengan batas

wiiayah kerja sesuai dengan batas administrasi Desa.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan
 Pasal §

e rea———
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P3A DHARMA TIRTA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air pada Petak/Blok
Tersier atau di Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi
pada Jaringan Irigasi Pompa atau daerah Irigasi pada jaringan irigasi Kecil yang

pengurusannya sudah diserahkan kepada para petani, berdasarkan kepentingan
bersama melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

(1) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA harus memenuhi syarat :

a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah,
penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, badan
usaha yang mengusahakan lahan dan pemakai air irigasi lainnya.

B. Mempunyai wilayah keria berupa hamparan iahan yang mendapat air irigasi.
¢. Mempunyai potensi Jaringan irigasi tersier, Irigasi pedesaan, irigasi kecil
dan irigasi pompa.
(2) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan :
a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.

b Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air
tradisional yang ada pada Daerah yang bersangkutan .

Pasal 7

(1) Petani Pemakai Air berdasarkan kepentingan bersama mengadakan musyawarah
dan mufakat untuk membentuk P3A DHARMATIRTA dan kepepgurusannya .

(2) Pengurus P3A DHARMA TIRTA mengadakan rapat anggota untuk menyusun
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

{3) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA ditetapkan dengan keputusan Bupati kepaia
Daerah seielah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga mendapat
perseiuyjuan dan Kepala Desa dan Camal seria disahkan oleh Bupali Kepaia
Daerah .

(4) Untuk memperoleh status Badan Hukum P3A DHARMA TIRTA sebagaimana
tersebui ayat (3) pasal ini teriebih dahuiu dibuat akie pendiriannya dihadapan
Notaris dam selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
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Susunan Organisasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :
. Rapat Anggota |
b. ‘Badan Pemeriksa ;
c. Pengurus;
d. Anggota;

40

Bagian Ketiga
BanatAngaoontz

=

Pasal 8
Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A DHARMA TIRTA

Pasal 10

Rapat Anggota P3A DHARMA TIRTA menetapkan .

a. Anggaran Dasardan Anggaran Ruman Tangga |
Pembentukan dan Pembubaran Pengurus ;
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggeta Pengurus |
Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pemeriksa ;
Program Kerja ,

LS T

Bagian Keempat
Badan Pemeriksa dan Pengurus

Pasai 11
(1) Badan Pemeriksa terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Anggota;
(2) Badan Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota

Pasal 12

(1) Badan Pemeriksa dan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan -
ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan - keputusan
yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk
menyelesaikan sengketa antar anggota .



2 Yz
(2) Anggota Badan Pemeriksa tidak dapat merangkap menjadi anggota Pengurus

Pasal 13

(1) Badan Pemeriksa mempunyai tugas :

a. Memeriksa dan Mengevaluasi hasii kerja pengurus, terutama tentang

mekanisme kegiatan keuangan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kalidalamg lar‘:-ﬂ‘ rrmnnn dan dilakukan olsh sekurana- kurangr‘"' 2 4
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b. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Pengurus P3A DHARMA TIRTA
tentang masalah organisasi, administrasi dan keuangan baik diminta maupur.
tidak .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan
Pemeriksa bertanggungjiawab kepada Rapat Anggota .

Pasal 14

(1) Pengurus P3A DHARMA TIRTA terdiri dani :
a. Ketua;

Vakii Ketua ;

Sekretaris ;

Bendahara;

Pelaksana Teknis :

" f Ketua-ketua Petak/Blok Kwarter .

(2) Susunan Pengurus P3A DHARMA TIRTA Jaringan Irigasi Pompa selain seperti
tersebut ayat (1) Pasal ini ditambah Ketua Unit Sumur Pompa, Bendahara Sumur
Pompa, serta Operator Sumur Pompa .

® 800

Bagian Kelima
Anggota
Pasai 15

Anggota P3A DHARMA TIRTA adalah semua petani, kelompok tani Badan Usaha
serta pemakai air lainnya yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari

pelayanan air irigasi pada jaringan tersier atau jaringan mgan pedesaan atau jaringan
irigasi kecil dan atau jaringan irigasi pompa .
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Pasal 16

(1) Anggota P3A DHARMA TIRTA dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini
mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yangditetapkan oleh Rapat Anggota
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melestarikan Jaringan Irigasi ;
c. Membayar luran organisasi ;

d. Membayar IPAIR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
pada lokasi yang telah ditetapkan .

{2) Anggota P3A DHARMA TIRTA mempunyai hak
a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air
yang telah ditetapkan ;
b. Mengeluarkan Pendapat dalam Rapat Anggota ;
¢. Memilih dan dipilih menjadi pengurus ;
d. Memilih dan dipilih menjadi Badan Pemeriksa .

BAB Vi
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya P3A DHARMA TIRTA wajib menerapkan prinsip
koordinasi, keterpaduan, kemudahan dan keselarasan secara vertikal dan horisontal
baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi/lembaga/organisasi lain,
khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 13

(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan instansiflembaga lain bersifat fungsional
dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang
organisasi, bidang keteknikan irigasi .

(2) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan organisasi lainnya bersifat kerja sama
dalam rangka mengelola air irigasi pada petak/Blok tersier atau Daerah Irigasi
pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa
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atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, untuk memecahkan masalah-
masalah yang dihadapinya bersama .

Pasal 19

(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan LKMD :

a. P3A DHARMA TIRTA sebagai organisasi petani pemakai air, kegiatannya
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan LKMD di Desa yang
bersangkutan .

b. Anggota P3A DHARMA TIRTA merupakan kelompok kerja tata guna air pada
seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi dalam LKMD yang
bersangkutan .

{2} Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasai ini diundang untuk
hadir dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus P3A DHARMA TIRTA sebagai
penasehat dan nara sumber.

Pasal 20

Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
a. Anggota Kelompok Tani merupakan Anggota P3A-DHARMA TIRTA ;
b. Pengurus Kelompok Tani dapat menjadi pengurus P3A DHARMA TIRTA .

BAB Vil
FORUM KDORDI_NASI P3A DHARMATIRTA
Pasal 21
(1) Dengan memperhatikan tata pengeloiaan air pada jaringan irigasi meliputi dua

P3A DHARMA TIRTA atau iebih dapat dibentuk Forum Koordinasi BJA DHARMA
TIRTA.

(@) Forum Keordinasidimaksud ayat (1) Pasal ini menetapkan ketentuan-ketentuan
untuk mengatur kepentingan bersama .

Pasal 22
Dib_entuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA bilamana

a. Dalam suatu wilayah administrasi desa terdapat lebih dari satu P3A DHARMA
TIRTA Petak/Blok Tersier.

b. Dalam satu Petak/Blok Tersier terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA
Desa ;
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Dalam satu bagian saluran pada suatu Daerah irigasi terdapat beberapa P3A
DHARMA TIRTA;

Dalam suatu bagian Tata Pengairan terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA.

Pasai 23
Susunan organisasi Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA terdiridari :
a. Ketus;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris,;

© d. Petugas Pembagi Air,

M
@

M

@

e. Anggota. '

Ketua Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dipilih oieh Anggota Forum yang
terdiri dari wakil masing-masing Pengurus P3A DHARMA TIRTA yang
selanjutnya dapat menunjuk anggota Pengurus Forum.

Pasal 24

Unsur LKMD yang bersangkutan harus diundang untuk hadir dalam Rapat Fo-
rum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA.

Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal 15 Peraturan Daerah
ini diundang untuk hadir dalam Rapat Forum Kordinasi P3A DHARMA TIRTA
sebagai penasehat dan nara sumber.
BAB Viil
PEMBINAAN
Pasal 25

Pembinaan terhadap P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh :
a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat In;

b. Tim Pembina Tingkat kecamatan;

c. Tim Pembina Tingkat Desa ;

Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Tingkat Kabupaten Daerah

Daerah Tingkat |, Kecamatan dan Desa dilingkungan Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat Il berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini mencakup
kegiatan :
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a. Pada Tahapan sebelum pembentukan P3A DHARMA TIRTA antaralain :
~ 1). Inventarisasijaringar: irigasi ;
2) Inventarisasi jumiah petani pemakai air;
3} ldentifikasi lembaga kepengurusanyang ada ;
4) Identifikasi batas-batas peiak tersier; *
5) Penyuiuhan dan lain-iain sebagainva ;

b.  Pada Tahapan pengembangan P3A DHARMA TiRTA yaitu -
Peningkatan dan Pengembangan P3A DHARMA TiRTA meialui kegiatan mcmv:;&
peiatihan, bimbingan tehnis, pengelolaan jaringan irigasi. pengelolaan organisasi
dan men'ggerakka"npaﬂisipa‘si masvarakat.

BABIX
PEMBIAYAAN
Pasal 27

(1) Biaya untuk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada iuran anggotz
sumbangan dan bantuan yang trdak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah
menurut hukum.

(2) Perincian biaya sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini d;tetapkan dalam Rapat
Anggota .

Pasal 28

(1} Biaya untuk kegiatan Forum Koerdinasi P3A DHARMA TIRTA dibebankan nada
P3A DHARMATIRTA vang tergabung dalam forum koordinasi yang bersangkuian,

(2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalini ditetapkan dalam Rapat
Forum Koordinasi .

Pasal 29

Biaya kegtatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A DHARMA TIRTA
dibebankan melalui APBD Tingkat Il Rembang dan bantuan lain yang sah dan atay -
yang tidak mengikat.
' BAB X
PENGAWASAN PEMANTUAN DAN EVALUASI
Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pembinaan P3A DHARMA
TIRTA dilakukan-oleh Bupati Kepala Daerah .
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Pasal 31
Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan P3A DHARMA TIRTAdilakukan
oleh Tim Pembina dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.
BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 32
(1) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA hanya dapat dilakukan apabila lahan
pertanian di daerah kerjanya beralih fungsi menjadi non pertanian atau sumber
air tidak berfungsi lagi. A
(2) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA bagi P3A DHARMA TIRTA yang telah
mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah dan yang telah atau betum

memperoleh status Badan Hukum harus dilaporkan kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat I oleh Camat yang bersangkutan.

(3) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA yang telah memperoieh status Badan Hukum
dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah di kepaniteraan Pengadilan Negeri
setempat oleh Camat yang bersangkutan. ’

BAB Xii
KETENTUAN PERALIHAN

(1) P3A-DHARMA TIRTA yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Kepala Daerah secara bertahap harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini.

(2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur P3A DHARMA TIRTA yang sudah ada
dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beriaku.

/ BAB Xiii
TENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
peiaksanaannya akan ditetapkan iebih lanjut oleh Bupati Kepals Daersh.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat | Rembang.

Ditetapkan di Rembang
padatanggal 22 Maret 1997
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